BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Sawah

Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dapat diambil kesimpulan bahwa

dalam analisis collaborative governance pada pelaksanaan Musrenbang

terdapat beberapa temuan sebagai berikut :

1.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di

Kelurahan Sawah sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan

beberapa indikator yang telah diperoleh yakni kondisi awal, desain

kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

Disimpulkan bahwa :

a.

Dilihat dari kondisi awal dapat dikatakan cukup optimal karena
adanya pelaksanaan Pra Musrenbang yang dilaksanakan oleh
Kelurahan Sawah. Dalam kondisi awal terlihat bahwa sebuah
kolaborasi telah terbentuk sejak lama diantara pihak-pihak pelaksana
Musrenbang, seperti kelurahan, RT, RW, Dinas terkait, BKM,
Karang Taruna, dan masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat
perbedaan tingkat pemahaman masyarakat akan pelaksanaan
Musrenbang, hal ini dapat menimbulkan konflik di masyarakat
karena adanya perbedaan pendapat yang membuat masyarakat teguh
akan pemahamannya. Kelurahan Sawah memiliki cara untuk
menangani konflik yang terjadi yaiti dengan melakukan komunikasi

secara intens antar para pemangku kepentingan.

Dilihat dari desain kelembagaan dapat dikatakan sudah baik karena
adanya aturan-aturan dasar yang harus dipenuhi oleh para pemangku
kepentingan.  Aturan-aturan tersebut termuat dalam SOP

Musrenbang. Aturan dan syarat dalam pengusulan Musrenbang juga
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sudah diinformasikan secara jelas dan terbuka pada seluruh pihak
pelaksana, sehingga pada pelaksanaannya para stakeholders dapat
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kegiatan

Musrenbang.

Dilihat dari kepemimpinan fasilitatif dapat dikatakan sudah optimal
karena adanya penetapan persentase pembangunan dari pihak
penyelenggara Musrenbang Kota Tangerang Selatan yaitu Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappelitbangda) yakni 60% pembangunan fisik dan 40%
pembangunan kegiatan non fisik. Pelaksanaan Musrenbang sejalan
dengan misi kelima Kelurahan Sawah yakni mengutamakan

penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat.

Dilihat dari proses kolaborasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan
baik karena terdapat partisipasi aktif dari para stakeholders. Terdapat
sub indikator dalam proses kolaborasi yakni : 1) pertemuan tatap
muka: Kelurahan Sawah telah menjalankan Musrenbang dengan
pertemuan tatap muka, pertemuan dilakukan untuk saling
berinteraksi dan berdialog satu sama lain agar timbul kesepahaman
antar stakeholders. 2) membangun kepercayaan : upaya membangun
kepercayaan yang dilakukan oleh Kelurahan Sawah adalah melalui
pendekatan-pendekatan  seperti  sosialisasi, nyaba kampung,
komunikasi secara intens, dalam pendekatan tersebut semua pihak
akan merasa dilibatkan dan memunculkan rasa saling memahami
dalam mencapai tujuan bersama. 3) Komitmen terhadap proses : para
stakeholders telah memiliki kontribusi dan komitmen untuk
berpartisipasi dalam memberikan ide usulan pembangunan, serta
menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang
dimiliki. Komitmen tersebut akan menumbuhkan keinginan kuat

dalam mencapai tujuan pembangunan yang akan menjadikan proses
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collaborative governance berjalan efektif dan efisien. 4) pemahaman
bersama: adanya kebebasan berpendapat dalam menyampaikan
permasalahan-permasalahan  masyarakat ~ di  lingkungannya.
Masyarakat telah terlibat secara aktif dalam proses perencanaan
pembangunan, walaupun masih terdapat masyarakat yang memiliki
keterbatasan pengetahuan tentang kelengkapan dokumen karena
format yang diusulkan harus jelas dan sesuai aturan. Keterlibatan ini
akan dapat meningkatkan pembangunan di lingkungan masyarakat.
5) intermediate outcomes : format usulan musrenbang terdiri dari 20
usulan (F1) dan 20 usulan (F2).

2. Dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sawah terdapat faktor
pendukung dan faktor penghambat yang bisa mempengaruhi pelaksanaan
Musrenbang. Faktor pendukung pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan
Sawah vyaitu adanya dukungan dan peran aktif dari setiap stakeholders,
tersedianya pagu anggaran tiap kelurahan, perangkat daerah yang
mendukung pelaksanaan Musrenbang dan melaksanakan usulan
Musrenbang sesuai dengan prioritas, dan masyarakat yang terlibat dalam
pelaksanaan Musrenbang sangat aktif. Faktor penghambatnya yaitu tidak
semua usulan dapat terakomodasi, pemahaman dan pengetahuan
masyarakat yang kurang terkait proses pengusulan Musrenbang,
terbatasnya waktu pelaksanaan Musrenbang, dan pelaksanaan

pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

B. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa
saran terkait pelaksanaan Musrenbang dalam perspektif collaborative
governance, khususnya di Kelurahan Sawah. Yakni sebagai berikut :
1. Bappelitbangda khususnya bidang Perencanaan Data dan Evaluasi

Pembangunan agar lebih mengkoordinasikan dan mengarahkan para
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pengusul jika terjadi permasalahan dalam usulan program. Dalam hal ini,
peran bappelitbangda akan sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan
koordinasinya di tiap kelurahan dan kecamatan agar penyusunan usulan
program sesuai dengan format perencanaan.

Lurah dan perangkat lurah agar selalu mendukung untuk meningkatkan
kualitas implementasi Musrenbang, khususnya dalam memperhatikan
masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap proses
pengusulan karena pengetahuan masyarakat akan berdampak pada
kualitas implementasi dalam proses perencanaan pembangunan. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan rapat evaluasi secara
berkala dan terjadwal seperti dua kali dalam sebulan dengan mengundang
para ketua lingkungan (RT/RW).

Inovasi kolaborasi lintas aktor melalui rembug RW yang dapat diadopsi
dari DKI Jakarta, agar masyarakat menjadi lebih berinovasi dalam
melakukan kerjasama dan memahami akan pentingnya pelaksanaan
Musrenbang.

Pengembangan digitalisasi musrenbang melalui website yang dapat
diadopsi dari DKI Jakarta, misalnya musrenbang.jakarta.go.id.
Pengembangan digitalisasi dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi
untuk tahap awal. Mengingat bahwa dalam pengusulan masyarakat hanya
terbatas pada saat pelaksanaan Musrenbang berlangsung, melalui
digitalisasi ini seluruh tingkatan masyarakat akan dapat menginput
usulannya secara online yang tidak hanya tertampung pada saat
pelaksanaan Musrenbang. Hal ini akan berdampak pada terintegrasinya
aspirasi masyarakat dan dapat dibuktikan secara konkrit. Melalui
sosialisasi yang merupakan tahapan awal, para pelaksana Musrenbang
akan memiliki pemahaman bagaimana cara beraspirasi melalui sistem
online (E-Musrenbang) yang pengusulannya akan dapat dilakukan setiap

waktu.
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